BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari bagi semua warga
negara yang sudah memiliki penghasilan. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,
2016) pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang
digunakan untuk sarana pembangunan negara yang dalam pelaksanaannya dapat
dipaksakan karena adanya Undang-Undang yang mengatur, tetapi wajib pajak
yang memberikan kontribusi tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
Pajak ini dikenakan bagi seluruh warga negara yang sudah memiliki penghasilan
baik atas usahanya sendiri, maupun dari gaji yang diterima. Warga negara yang
memiliki penghasilan seperti tersebut diatas pastinya berada dalam usia produktif.
Jumlah usia produktif yang ada disuatu Negara pasti mempengaruhi jumlah pajak
atau iuran yang akan diterima Negara.

Tabel 1.1

Usia Produktif Penduduk Indonesia

Tahun Kelompok Umur Jumlah
0-14 15-64 65+

2015 69.857.406 171.874.288 13.729.992 255.461.686

2016 70.096.861 174.375.008 14.233.117 258.704.986

2017 70.295.363 176.807.788 14.787.721 261.890.872

2018 70.486.717 179.126.971 15.401.625 265.015.313

2019 70.635.883 181.354.922 16.083.760 268.074.565

( Sumber: www.ilo.org )




Berdasarkan tabel yang tersaji diatas yakni tentang data kependudukan di
Indonesia, dapat dilihat bahwa usia produktif penduduk Indonesia tergolong
tinggi untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam kondisi seperti ini,
Indonesia seharusnya berada dalam tahun-tahun yang menguntungkan, karena
banyaknya jumlah usia produktif yang dapat membawa pemasukan bagi negara
atas pajak yang dibayarkan dari penghasilan tersebut. Namun tidak bisa
dipungkiri ada berbagai alasan yang menyebabkan tidak semua penduduk dalam
usia produktif dapat menjadi wajib pajak aktif. Setelah melihat tabel diatas usia
produktif adalah yang berada pada usia 15-64 tahun dan tabel dibawah ini akan
melampirkan jumlah penduduk dalam usia produktif berdasarkan kegiatan yang
dilakukan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Kegiatan Yang dilakukan

2015 2016 2017 2018
Status Pekerjaan utama Februari - Februari - Februari -
Agustu | Februari— Agustu Agustu
S Agustus S S
Berusaha Sendiri 41.183.018 | 40.407.691 | 44.997.055 | 47.238.363
Berusaha Dibantu Buruh Tidak
Tetap/ Buruh Tidak Dibayar 36.986.415 | 40.448.731 | 39.300.531 | 40.485.714
Berusaha Dibantu Buruh
Tetap/Buruh Dibayar 8.282.841 8.403.655 8.400.653 8.963.461
Buruh/Karyawan/Pegawai 91.051.924 | 92.129.255 | 95.467.701 | 97.652.621
Pekerja Bebas di Pertanian 10.162.166 10.740.356 | 11.208.562 9.788.138
Pekerja Bebas di Non Pertanian 14.252.208 13.967.794 | 13.179.863 | 13.313.186
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 33.747.448 32.962.188 | 33.006.907 | 33.631.302
Tak Terjawab - - - -




|Total ‘235.666.020 239.059.670 | 245.561.272 | 251.072.785
(Sumber: www.bps.go.id)

Berdasarkan data Ditjen Pajak jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun
2018 adalah sebanyak 42 juta. Jika dibandingkan dengan data usia produktif
memiliki penghasilan, jumlah tersebut tidak mencapai 50% nya. Padahal potensi
wajib pajak di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 251.072.785. Hal ini
dikarenakan tidak semua penduduk yang berpenghasilan melebihi jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun ada juga penduduk yang sebenarnya
memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak tetapi berusaha untuk
menyembunyikan penghasilannya agar tidak harus membayar pajak. Oleh karena
itu Dirjen Pajak memiliki target untuk menambah jumlah wajib pajak yang
terdaftar, dengan harapan menambah penerimaan Negara. Selain itu bagi wajib
pajak yang sudah terdaftar, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan atas
pelaporan dari Wajib Pajak. Bisa melalui surat himbauan, surat permintaan
klarifikasi, dan pemeriksaan rutin.
Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut merupakan
bentuk pemeriksaan atas tingkat kepatuhan wajib pajak. Apakah penghasilan,
harta, dan hutang, maupun infomasi lain merupakan data yang sebenarnya.
Pengawasan yang dilakukan bisa berdasarkan data laporan keuangan, data Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), jumlah pembayaran pajak penghasilan bulanan, jumlah
harta dan perbandingan jumlah penghasilan yang semuanya didapat berdasarkan

laporan Wajib Pajak sendiri. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai berdasarkan



jumlah SPT tahunan yang terlapor. Berdasarkan laporan dari Direktur Penyuluhan
Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 tingkat Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya yaitu sekitar 18,3 Juta (

Sumber: www.kontan.co.id ). Jumlah pelaporan ini mengalami peningkatan

sebesar 4.7% dibandingkan jumlah pelaporan SPT pada tahun sebelumnya.
Karena itulah penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai salah satu contoh
untuk mengajak seluruh warga negara agar sadar betapa pentingnya pajak untuk
kehidupan bersama dan menghilangkan momok menakutkan dari pajak yang
beredar di masyarakat. Sebab, tanpa disadari masyarakat masih banyak yang
menganggap bahwa apapun yang berkenaan dengan pajak tidak boleh ada
kekeliruan atau kesalahan karema solusi dan pasti harus membayar pajak lebih
banyak lagi jika kesalahan terjadi, sehingga warga negara yang belum terdafatar
sebagai wajib pajak memilih diam dibandingkan mendaftarkan dirinya sebagai
wajib pajak. Padahal setiap wajib pajak dapat memanfaatkan pembetulan-
pembetulan pelaporan maupun pembayaran dalam perpajakan yang ada
kekeliruan. Maka, dengan adanya penelitian ini masyarakat diajak untuk tidak
perlu takut mendaftarkan sebagai wajib pajak demi kepentingan dan kesejahteraan
negara.

Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat atas Pajak tentunya tugas kita
bersama. Dengan kata lain baik Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), orang yang ahli dibidang perpajakan melalui Konsultan

Pajak, pelajar dan mahasiswa mengambil perannya masing-masing untuk



meningkatkan kepatuhan tersebut. Seperti salah satu konsultan di Semarang yaitu
Konsultan Pajak Pelita yang sangat berperan dalam peningkatan kepatuhan pajak
Wajib Pajak yang memiliki klien Ibu AD yang akan menjadi objek penelitian
dalam pelaporan ini. Ibu AD merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2018 dengan tepat waktu tetapi
mendapat surat himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait jumlah
penghasilan yang dilaporkan. Himbauan tersebut memberi isyarat untuk
melakukan pembetulan SPT Tahunan yang mana mengalami penurunan Omzet
pada tahun 2018. Ibu AD ini meminta bantuan konsultan tersebut untuk
membantu menangani pajak yang terkait dengan kepatuhan tersebut karena
diyakini adanya salah perhitungan omzet yang dibayarkan dengan omzet yang
sebenarnya. Perhitungan ulang omzet ini akan berpengaruh ke Pajak Penghasilan
yang sudah disetor oleh Ibu AD dikarenakan adanya kenaikan atas penjualannya.
Dengan kata lain hal ini akan menimbulkan adanya kurang bayar pada jumlah
Pajak Penghasilan tersebut. Oleh karena itu Ibu AD harus melakukan penyetoran
terhadap penjualannya setelah penghitungan ulang. Kenaikan omset ini juga
mengakibatkan adanya perubahan atas Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah omset
dengan jumlah Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak pada Pajak atas
penyerahan atau Pajak Keluaran harus saling terkait dan jumlahnya sesuai. Atas
dasar data ini maka penulis akan mencoba mensimulasikan cara melakukan
Pembetulan SPT Tahunan untuk menjawab surat himbauan dari Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan perhitungan ulang jumlah omzet yang sebenarnya dan



jumlah Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
dibayarkan serta dilaporkan oleh Ibu AD dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan
dengan judul“‘Sinkronisasi Omzet Pada Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT

Tahunan Orang Pribadi”

1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana penghitungan pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN DM dan PPh
Masa Ibu AD tahun 2018.
2. Bagaimana penghitungan pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN DM dan
PPh Masa Ibu AD tahun 2018 setelah dilakukan penghitungan ulang.

3. Bagaimana dampak atas pembetulan SPT Masa PPN DM dan SPT PPh.

1.3 Tujuan Penulisan
1. Mengetahui bagaimana penghitungan PPN dan PPh Ibu AD tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan PPN dan PPh Ibu AD tahun 2018
setelah dilakukan penghitungan ulang.
3. Untuk memberikan informasi atas dampak setelah dilakukan pembetulan SPT

Masa PPN DM dan SPT PPh.

1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak



Sebagai acuan bagi Wajib Pajak dalam hal kepatuhan atas pelaporan SPT dan
kesadaran untuk pertanggung jawaban atas isi SPT yang dilaporkan.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Dapat dijadikan sebagai saran dan masukan yang baik untuk Kantor
Konsultan Pajak dalam hal peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib
pajak klien nya dalam menyampaikan pembayaran dan pelaporan
perpajakannya.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat melakukan pengawasan dan memperluas sosialisasi kepada kepatuhan
wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

4. Bagi Penulis

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur seberapa dalam ilmu yang
didapat selama menjalani perkuliahan, dan mengukur kemampuan dalam

menghadapi masalah perpajakan yang terus berkembang.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika yang disajikan oleh penulis dalam tugas akhir ini sebagai
gambaran untuk memahami lebih jelas dalam laporan yang disusun sebagai
berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam tugas akhir ini.



BAB II: LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait
dengan SPT Masa PPN DM, Wajib Pajak yang memiliki usaha yang
melakukan penyetoran pajak berdasarkan PP 46/ 23. Teori ini akan digunakan

untuk membahas hasil dari penelitian tugas akhir ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM DI TEMPAT PKL DAN METODE
PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya KKP Pelita dan profil
perusahaan. Dan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk
menyusun penulisan laporan praktik kerja lapangan.
BAB IV: PEMBAHASAN
Pada bab ini berisikan tentang penjelasan Wajib Pajak yang memiliki
usaha toko emas dan kewajibannya melaporkan SPT PPN DM dan penyetoran
pajak berdasarkan PP 46 / 23.
BAB VI: PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran bagi wajib pajak yang memiliki

toko emas dan bagi penulis berikutnya.



